
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1704, 2017 KEMENKEU. SAPPP. Pencabutan.  

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

                                    NOMOR   179/PMK.05/2017        

TENTANG 

SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN 

 PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 36 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara dan Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, 

serta Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah 

Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan, telah ditetapkan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem 

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan 

Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; 

  b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 

tentang Sistem Akutansi dan Pelaporan Keuangan 

Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 
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Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan 

Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, telah ditetapkan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 259/PMK.05/2014 

tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 

Pengelolaan Penerusan Pinjaman; 

  c. bahwa guna menerapkan sistem akuntansi berbasis 

akrual khusus untuk pemberian pinjaman dan 

menyempurnakan pengaturan mengenai Sistem 

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan 

Pemberian Pinjaman yang mencakup seluruh proses 

bisnis dan transaksi oleh Bagian Anggaran Bendahara 

Umum Negara Pengelolaan Pemberian Pinjaman (Bagian 

Anggaran 999.04), perlu diatur kembali ketentuan 

mengenai Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 

Pengelolaan Pemberian Pinjaman; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Sistem 

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan 

Pemberian Pinjaman; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan  Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614); 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2008 tentang 

Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam 

Negeri oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2008 Nomor 115, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4885); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang 

Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan 

Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5202);  

  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 

tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 

899); 

  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 

tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 

Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 1617) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang 

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 

Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 2137); 

  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 

tentang Bagan Akun Standar (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 1618); 

  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2013 

tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah pada Pemerintah 

Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 1619); 

  11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 

tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1623) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016 tentang Perubahan 
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atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi 

Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 2144); 

  12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 

tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan 

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian 

Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 556); 

  13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.05/2015 

tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah 

Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 619); 

     14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.02/2015 

tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan 

Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara 

Umum Negara, dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan 

Anggaran Bendahara Umum Negara (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1909) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 9/PMK.02/2017 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

231/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Perencanaan, 

Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian 

Anggaran Bendahara Umum Negara, dan Pengesahan 

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum 

Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 193); 

  15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.05/2016 

tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman Dalam Negeri 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016  

Nomor 753); 

  16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2016 

tentang Tata Cara Penyediaan dan Pengembalian Dana 

kepada Pemberi Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

1376);    
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG SISTEM 

AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENGELOLAAN 

PEMBERIAN PINJAMAN. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan 

Pemberian Pinjaman yang selanjutnya disebut SAPPP 

adalah serangkaian prosedur manual maupun yang 

terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, 

pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan 

posisi piutang penerusan pinjaman, operasi penerusan 

pinjaman, penerimaan dan pengeluaran pembiayaan 

terkait penerusan pinjaman, serta piutang sehubungan 

dengan kegiatan pemberian pinjaman Bagian Anggaran 

Bendahara Umum Negara Pengelolaan Pemberian 

Pinjaman. 

2. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat 

BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk 

melaksanakan fungsi BUN. 

3. Bagian Anggaran BUN yang selanjutnya disingkat BA 

BUN adalah bagian anggaran yang tidak dikelompokkan 

dalam bagian anggaran kementerian negara/lembaga. 

4. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa 

Pengguna Anggaran BUN yang selanjutnya disingkat 

UAKPA BUN adalah unit akuntansi yang melakukan 

kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat 

satuan kerja di lingkup BUN. 

5. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu BUN 

yang selanjutnya disingkat UAPBUN adalah unit 

akuntansi pada unit eselon I Kementerian Keuangan 

yang melakukan penggabungan Laporan Keuangan 

seluruh UAKPA BUN. 
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